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ABSTRAK 
 

Rama Ramadhan. 202320252006. “Pertanggugjawaban Hukum Pidana Pemalsuan Surat 

Berupa Laporan Penilaian Aset Berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang – Undang Hukum 

Pidana (KUHP)” 

Tesis ini membahas mengenai tindak pidana pemalsuan surat berupa laporan 

penilaian aset yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), yang secara 

yuridis diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Laporan penilaian aset merupakan dokumen resmi yang memiliki fungsi strategis 

dalam transaksi ekonomi, seperti pembiayaan perbankan, perpajakan, dan akuisisi 

aset. Namun, dalam praktiknya, laporan ini kerap disalahgunakan atau dipalsukan 

demi kepentingan tertentu, yang berpotensi menimbulkan kerugian hukum dan 

ekonomi bagi pihak ketiga. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kasus untuk 

menganalisis pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana atas tindakan 

pemalsuan laporan penilaian aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan 

penilaian aset yang dipalsukan dapat memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, khususnya jika disusun dengan itikad buruk 

untuk menyesatkan atau menguntungkan pihak tertentu. Selain itu, pelanggaran 

terhadap Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia 

(KEPI) menjadi dasar pertanggungjawaban pidana maupun administratif bagi 

pelaku, baik secara individu maupun korporasi. Penegakan hukum yang tegas 

diperlukan guna menjaga integritas profesi penilai serta kepercayaan masyarakat 

terhadap sistem pembuktian hukum di Indonesia. 

 

Kata Kunci: Pemalsuan, Laporan Penilaian Aset, Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban Hukum.., Rama Ramadhan, Fakultas Hukum, 2025
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ABSTRACT 

 

 

Rama Ramadhan. 202320252006. "Criminal Law Liability for Forgery of Asset 

Valuation Reports Based on Article 263 of the Indonesian Penal Code (KUHP)" 

 

This thesis analyzes the criminal offense of document forgery in the form of asset 

valuation reports committed by Public Appraisal Firms (KJPP), as regulated under 

Article 263 of the Indonesian Penal Code (KUHP). Asset valuation reports are 

official documents with a strategic role in economic transactions, such as banking, 

taxation, and asset acquisition. However, in practice, these reports are often subject 

to manipulation or forgery for specific interests, potentially causing legal and 

financial losses to third parties. 

 

This research employs a normative juridical method and case approach to examine 

the legal framework and criminal liability concerning the forgery of asset valuation 

reports. The findings reveal that forged asset valuation reports may fulfill the 

elements of criminal forgery as stipulated in Article 263 of the Penal Code, 

especially when created with malicious intent to mislead or provide undue 

advantage. Furthermore, violations of the Indonesian Valuation Standards (SPI) 

and the Indonesian Code of Ethics for Appraisers (KEPI) form the basis for both 

criminal and administrative liability, whether on the part of individual appraisers 

or corporate entities. Firm law enforcement is essential to uphold the integrity of 

the appraisal profession and maintain public trust in Indonesia’s legal evidentiary 

system. 

 

Keywords: Document Forgery, Asset Valuation Report, Public Appraisal Firm 

(KJPP), Criminal Liability, SPI, KEPI. 
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MOTTO 

“Ketika dunia terasa sunyi dan langkah-langkah mulai kehilangan arah, aku belajar bahwa 

keyakinan tak selalu harus lantang. Terkadang, cukup dengan satu doa dalam diam, Tuhan 

menjawab dengan cara-Nya yang paling lembut.” 

“Aku pernah berdiri di titik paling lelah, di mana rasanya menyerah adalah pilihan yang 

wajar. Tapi aku memilih melangkah lagi, karena aku percaya: usaha yang dilakukan dalam 

kesunyian adalah bentuk keimanan yang paling jujur.” 

“Hidup tidak selalu tentang menjadi yang terkuat. Kadang, cukup dengan tetap berdiri saat 

semua ingin rebah, itu sudah cukup mulia. Di sanalah aku temukan arti dari keteguhan yang 

tidak terlihat, dan keberanian yang tak perlu disorot.” 

 

PERSEMBAHAN 

Karya ini aku persembahkan, pertama dan terutama, untuk diriku sendiri—yang tidak 

sempurna, sering ragu, kadang goyah, namun tetap memilih berjalan. Untuk setiap malam 

yang dipenuhi kekhawatiran, setiap pagi yang diawali dengan harapan baru, dan setiap hari 

yang dilalui dengan penuh perjuangan. Terima kasih telah bertahan, bahkan saat tidak ada 

yang tahu betapa beratnya langkah itu. 

Kepada kedua orang tuaku yang doanya tak pernah putus menjadi cahaya dalam setiap 

gelapku—terima kasih atas cinta tanpa syarat yang menjadi alas setiap pijakanku. Untuk 

keluargaku yang menjadi tempatku kembali, baik dalam keberhasilan maupun kegagalan. 

Untuk sahabat dan orang-orang terdekat yang hadir tanpa banyak tanya, tapi cukup untuk 

membuatku merasa tidak sendiri. 
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